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Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Unit Eselon I : Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa 

Program : Program Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa dan Sastra 

Sasaran Program : Terwujudnya tata kelola Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Yang Berkualitas 

Indikator Kinerja Program : Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa Minimal BB 

Kegiatan : Dukungan Manajemen 

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Nilai Lakip Balai/Kantor 
Bahasa 

Indikator Kinerja Kegiatan : Nilai Lakip Balai/Kantor Bahasa 
Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan 

Keluaran (Output) : Layanan Sarana Internal 

Indikator Keluaran (Output) : Tercapainya indeks kepuasan layanan 
dukungan Manajemen 

Volume Keluaran (Output) : 1 
Satuan Ukur Keluaran(Output) : Unit 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Dasar Hukum 

Dasar hukum kegiatan ini adalah: 

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 

serta Lagu Kebangsaan; 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2019; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran K/L; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, 

Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa 

Indonesia; 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah (RKP) Tahun 2019; 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan 

Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rincian 

Tugas Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; 



12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian 

Tugas Kantor Bahasa; 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024 

 

2. Gambaran Umum 

Kantor Bahasa Provinsi NTB akan merenovasi sebuah gedung tepatnya gedung parkir dan 

gedung aula, dimana gedung ini sangat berarti bagi karyawan kantor. Karyawan kantor 

masih merasa kurang baik tempat parkir karena luas lahan parkir belum memenuhi untuk 

menampung jumlah 40—50 sepeda motor pegawai agar motor kendaraan tersebut dapat 

terpenuhi dan suasana kendaraan motor pegawai rapi, mengingat kerapian adalah salah 

satu syarat dari pemenuhan ZI-WBK. Pembangunan ini di maksud merenowasi dengan 

system bertingkat, dimana bagian atas nanti adalah tempat gudang kantor yang selama ini 

masih berserakan tidak teratur. 

Kendala yang dihadapi Kantor Bahasa Provinsi NTB adalah halaman kantor terdapat 

pemasangan paving yang semenjak awal pembangunan pada tahun 2006 sampai tahun 

2023 belum pernah diganti sehinga keadaan paving tidak bagus jika hujan turun air akan 

mengenang dan membuat pemandangan tidak baik senyampang dengan itu untuk keadaan 

gedung kantor dari awal belum ada rehab terkait dengan kusen pintu jendela banyak yang 

sebagian lapuk, dihawatirkan membahayakan karena di daerah NTB sering terjadi gempa 

bumi 

 

B. PENERIMA MANFAAT 

Menerima manfaat dari output Gedung dan bangunnan adalah pegawai Kantor Bahasa 

Provinsi NTB dan masyarakat umum yang dating ke kantor, sepanjang tahun anggaran 2024. 

 

C. STRATEGI PENCAPAIAN OUTPUT 

1. Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan output Layanan Sarana Internal, Gedung dan bangunan ini dilakukan 

secara penyedia dengan sistem tender untuk renovasi gedung dan paving halaman kantor. 

 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Waktu pelaksanaan output gedung dan bangunan adalah selama 3 bulan di tahun anggaran 

2024. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan ini adalah persiapan tender baik dari 

pemilihan dan pelaksanaannya. Dilanjutkan dengan pelaksanaan renovasi gedung dan 

bangunan dan selama pelaksanaan ini parkir pegawai dialihkan ke depan bersama-sama 

dengan tempat parkir tamu di dekat pos satpam. 

 

a. Pengadaan Kendaraan 

Kendaraan operasional Kantor Bahasa Provinsi NTB memiliki 3 unit kendaraan 

dan salah satu kendaraan sudah di hapuskan karena sudah melebihi dengan masa 

pemakaian yaitu lima tahun dan sudah rusak berat dimana jumlah dana perbaikan 

lebih besar dari pada pembelian kendaraan baru, berikut bukti lelangnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

KUNJUNGAN KEPALA BADAN BAHASA TERKAIT DENGAN ZI-WBK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUASANA KANTOR BAHASA PROVINSI NTB SETELAH HUJAN 



 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriks pelaksanaan kegiatan Pengadaan Kendaraan 

 

Uraian Kegiatan 
Tahun Anggaran 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2020.EEB Layanan Sarana Internal  

 

995. Pengadaan Kendaraan             

 

D. WAKTU PENCAPAIAN OUTPUT 

Output kegiatan pengadaan kendaraan sebanyak 1 unit akan dilaksanakan selama tiga bulan 

sejak Februari--April 2024. 
 

 

E. BIAYA YANG DIPERLUAKAN 

Biaya yang diperlukan untuk mencapai 

Kendaraan adalah sebagai berikut.   

 

 

 
hasil 

 
output 

 
kegiatan Pengadaan



 

 

Biaya tersebut telah dirinci dalam rancangan anggaran biaya (RAB) sebagaimana terlampir. 

 
Demikian kerangka acuan kerja kegiatan Pengadaan kendaraan yang menghasilkan 1 unit dibuat 

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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